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PutussiBau-RK. Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (Silpa)

APBD Kapuas Hulu Tahun Ang-

garan (TA) 2014 sekitar Rp116,3
Miliar terdiri atas Kas Daerah
sekitar Rp112,7 Miliar ditambah
danakapitasi Jaminan Kesehatan

' Nasional szu sekitar Rp3,2

Miliar.

“Adapun komponen Silpa ter-
,QE dari pelampauan pendapa-
tan sekitar Rp34,8 Miliar, peng-
hematan belanja sekitar Rp74,9
Miliar, dan pengeluaran pem-
biayaan yang belumterealisasi
penuh pembayarannya sekitar
Rp6,6 Miliar,” terang Marius
Marcellus TJ] SH MM, Pejabat
(Pj) Bupati Kapuas Hulu saat
Paripurna Pembahasan Raperda
Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kapuas Hulu
Tahun Anggaran 2014 di ruang

sidang DPRD Kapuas Hulu, Ka-

mis (6/8) siang.

Marcellus mengatakan, sesuai
amanat UU 17/2003 tentang
Keuangan Negara Pasal 31 ayat
(1), bupati menyampaikan Ra-

‘perda tentang pertangungjawa-

Silpa APBD Kapuas Hulu
TA 2014 Capai Rp1163 M

Pj Bupati Marcellus menyerahkan laporan pertangungjawaban APBD 2014 kepada Pimpinan DPRD Kapuas Hulu, s hucs

ban pelaksanaan APBD kepada

DPRD berupa laporan keuangan

yang telah diperiksa BPK-RI.
Selanjutnya pada ayat (2),
laporan keuangan dimaksud
setidak-tidaknya meliputi lapo-
ran realisasi APBD, neraca, lapo-

ran arus kas dan catatan atas’

laporan keuangan yang dilampiri
dengan laporan keuangan me,
sahaan daerah.

“Berdasarkan hasil pemer- .

iksaan BPK terhadap laporan
keuangan Pemkab Kapuas Hulu
tahun anggaran 2014, kinerja

* keuangan kita mendapat opini

Wajar Dengan Pengecualian -

(WDP). Semoga dimasa yang
akan datang, kinerja kita sema-

kin baik sehingga mendapatkan

opini Wajar Tanpa Pengecualian
A<<HE " harap Marcellus.

- Menurut pria yang juga men-
jabat Kepala Dinas Kehutanan

_nyesuaian laporan keuangan

Provinsi Kalbar ini sesuai amanat
PP 24/2005 tentang standar
akuntansi pemerintah yang|
telah-diubah dengan PP 71/2010, |
bahwa penyusunan laporan |
keuangan pemerintah daerah
harus sesuai dengan standar
akuntansi. - ,

Sehingga, tambah Marcellus,
pada pelaksanaannya perlu
melakukan konvensi atau pe-

dari format berdasarkan Per-
mendagri 13/2006 kepada format
yang disesuaikan dalam standar
akuntansi pemerintahan.

Laporan keuangan Pemerin-
tah Kabupaten (Pemkab) Kapuas
Hulu 2014 disusun berdasarkan
konsolidasian. “Yaitu dengan
menghimpun laporan keuan-
gan SKPD yang menghasilkan |
laporan keuangan yang terdiri
dari laporan realisasi anggaran,
neraca, laporan arus kas, dan |
catatan atas laporan keuangan,’ 7
jelas Marcellus.
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